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	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	
	

	
	
	

	ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	

	
	
	

	Menimbang :
	
	

	a. bahwa penggunaan standar deviasi penentuan nilai pasar wajar bagi Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara sudah tidak lagi relevan dengan kondisi industri;
	
	

	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 1 Huruf c Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-329/BL/2007) dan Angka 3 Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-367/BL/2012), perlu diatur ketentuan pelaksanaannya sehingga memperkuat prosedur dan pelaksanaan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar efek oleh lembaga penilaian harga efek;
	
	

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penentuan Standar Deviasi atas Harga Pasar Wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek;
	
	

	
	
	

	Mengingat: 
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
	
	

	3. Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-183/BL/2009);
	
	

	4. Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-367/BL/2012);
	
	

	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	

	
	
	

	Menetapkan: 	
	
	

	PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENENTUAN STANDAR DEVIASI ATAS HARGA PASAR WAJAR EFEK OLEH LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK.
	
	

	
	
	

	BAB I
	
	

	KETENTUAN UMUM
	
	

	
	
	

	Pasal 1
	
	

	Ketentuan mengenai Penentuan Standar Deviasi atas Harga Pasar Wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
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	Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
	
	

	a. Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan; dan
	
	

	b. Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara,
	
	

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	

	
	
	

	Pasal 4
	
	

	Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
	
	

	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, 
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,


HASAN FAWZI
	
	



